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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kesehatan jemaah haji

agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan

ajaran agama Islam, perlu dilaksanakan pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan kesehatan jemaah haji

melalui penyelenggaraan kesehatan haji;

b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan

haji sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, dan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011

tentang Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 tentang Pelayanan

Kesehatan Haji, sudah tidak sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan
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Kesehatan Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina

Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2374);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah

Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4845);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5571);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi

Jasaboga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 372);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
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16. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013

Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 698);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013

tentang Kesehatan Matra (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1203);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada

Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013

tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi

Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1438);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 874);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014

tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
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25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1508);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

578);

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016

tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016

tentang Rencana Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun

2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama

Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan

ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

2. Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah rangkaian

kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan

perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah

haji.

3. Pembinaan Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan

dalam bentuk promotif dan preventif, dilakukan kepada

perorangan atau kelompok Jemaah Haji pada seluruh

tahap penyelenggaraan ibadah haji.
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